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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Pengertian Hukum Positif
Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) oleh karena itu mereka 
selalu cenderung menggabungkan diri dalam sebuah kelompok dan menjadi 
masyarakat.  
Ciri-ciri masyarakat menurut Soerjono Soekanto: 
1. Manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang
dalam ukuran minimalnya,
2. Manusia-manusia tersebut bergaul  dan hidup bersama selama jangka
waktu yang cukup lama,
3. Mereka sadar, bahwa manusia-manusia tersebut merupakan bagian dari
suatu kesatuan,
4. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama, yang menghasilkan
kebudayaan.
 1
Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk suatu ciri hukum adalah hendak 
melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-
kepentingan individu dalam masyarakat.
2
Menurut Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang 
dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan 
1
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kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang 
kemerdekaan.
3
 
Menurut Van Apeldoorn hukum adalah gejala sosial, tidak ada 
masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek 
kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
4
 
Prof. Dr. E. Utrecht, S.H telah mencoba membuat suatu batasan yang 
menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah 
dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan 
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena 
pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak 
pemerintah.
5
 
Menurut Bambang Sutiyoso “eksistensi hukum sangat diperlukan dalam 
mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum, kehidupan manusia akan 
liar. Siapa yang kuat dialah yang menang”.6 
Dari beberapa pengertian diatas kita menemukan beberapa unsur dari 
hukum, yaitu: 
a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 
c. Peraturan itu bersifat memaksa. 
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.7 
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Setiap masyarakat di dunia ini masing-masing mempunyai bahasa dan 
hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun 
hukumnya yang memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada 
waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang disebut hukum 
positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi 
suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu
8
. 
Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis 
(peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum 
positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum 
formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau 
kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.
 9 
Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat 
menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang-undang. Yang 
termasuk sumber hukum formil adalah: 
a. Undang-undang. 
b. Adat atau kebiasaan. 
c. Jurisprudensi. 
d. Traktat. 
e. Doktrin hukum.10 
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I Ketut Artadi S.H., SU., menjelaskan bahwa “hukum tertulis maupun 
hukum tidak tertulis, adalah produk karya manusia yang tujuannya adalah untuk 
mengatur pergaulan hidup di masyarakat, agar dalam pergaulan hidup tersebut 
manusia dan karyanya tetap terjaga”11. 
Menurut Notohamidjojo, ada tiga elemen dapat dijumpai dalam tujuan 
hukum. Ketiga elemen itu adalah: 
a. Elemen reguler 
Elemen reguler yaitu dalam bentuk norma hukum yang 
memberikan kepastian penyelesaian bagi setiap persoalan di masyarakat 
tentang apa hukumnya atau bagaimana hukumnya atas suatu masalah 
tersebut. Jadi hukum disini datang untuk tujuan menimbulkan tata dan 
kepastian hukum. 
b. Elemen keadilan 
Elemen kedua dari tujuan hukum adalah segi keadilan. Apakah 
keadilan itu? Dalam Liber Primus (buku ke I) Instutiones dari kaisar 
Yustinianus (533 AD) dalam bab I, merumuskan tentang keadilan hukum 
adalah: “Iustiutia est et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere. Ius 
produentia est divinarum etque humanarum rerum notitia, iusti etque 
iniusti scientia” (Keadilan adalah kehendak yang ajeg untuk memberikan 
kepada masing-masing bagiannya). 
c. Elemen memanusiakan manusia 
Inti tujuan hukum adalah memanusiakan manusia. Tujuan hukum 
yang paling dalam dan paling esensi adalah memanusiakan manusia, 
menjaga agar manusia tetap diperlakukan sebagai manusia. Dalam negara 
yang diktator, manusia diperlakukan seperti binatang, ditindas, diperalat, 
di-dehumanisasi. 
Sifat subyek dari manusia adalah sifat yang hakiki. Manusia itu 
memiliki “aku” yang tidak boleh disewenang-wenangkan. Dan di pihak 
lain manusia memiliki relasi, yaitu relasi antara aku dan engkau. Sifat 
relasi ini menjadikan manusia ada dalam lingkup kemanusiaannya yang 
utuh, yaitu manusia dalam hubungannya dengan sesama, manusia dalam 
hubungannya dengan alam semesta dan manusia dalam hubungannya 
dengan sang pencipta.
12
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Aristoteles pernah menjelaskan klasifikasi keadilan yang pada 
dasarnya menjelaskan sendi-sendi tujuan hukum baik sebagian maupun 
seluruhnya. Menurut Aristoteles keadilan dapat dibedakan menjadi 6 yakni: 
1) Iustitia Commutativa 
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing 
bagiannya. Apa yang menjadi bagian dari orang lain, yaitu apa yang dapat 
menjadi haknya, terutama kehidupannya. Manusia dengan kehidupannya 
meliputi hak-hak kebendaan dalam arti luas dan hak-hak kebebasan untuk 
hidup. 
2) Iustitia Distributiva 
Adalah hak-hak publik yang terdistribusi oleh kekuasaan disuatu 
negara, tidaklah berdasarkan kesamarataan, melainkan berdasarkan 
kualitas pribadi dalam hubungannya dengan kekuasaan dengan asas 
proporsional. 
3) Iustitia Vindicativa 
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing 
hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau pelanggarannya. 
Masyarakat yang tentram damai memerlukan manusia yang baik dan 
manusia yang jahat harus dihukum agar tidak menjadi penyakit 
masyarakat. Manusia jahat yang menjadi penyakit masyarakat akan selalu 
menghalangi kesejahteraan umum, dan cenderung dengan 
keserakahannya merampas hak dan nyawa orang lain dengan cara-cara 
kekerasan. 
4) Iustitia Protectiva 
Adalah memberikan pengayoman kepada masing-masing manusia 
pribadi dalam pergaulannya di masyarakat. Di dalam masyarakat manusia 
melakukan perhubungan satu sama lain, dan hukum harus tetap ada pada 
posisi memberikan perlindungan kepada siapapun tanpa membedakan 
antara satu manusia dengan manusia yang lain sebagai orang yang 
mempunyai hak-hak dan kewajiban. 
5) Iustitia Creativa 
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing suatu 
kebebasan untuk berkreasi. Kebebasan berkreasi meliputi melakukan 
karya dan karya cipta baik di bidang ilmu maupun di bidang seni. 
6) Iustitia Legalis 
Adalah keadilan yang harus diberikan kepada siapapun dan 
dengan cara apapun.  Keadilan legalis adalah keadilan yang diberikan 
oleh undang-undang (hukum positif) kepada siapapun dalam rangka 
kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan keadilan 
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legalis adalah agar masyarakat teratur, hidup di bawah tata menuju 
kepada masyarakat yang tentram. Masyarakat yang taat kepada undang-
undang akan dapat menciptakan ketentraman, begitu pula penguasa yang 
taat melaksanakan undang-undang akan menyebabkan terciptanya 
keadilan.
13
 
Tujuan hukum dalam perspektif kebudayaan mengandung pengertian 
yang lebih luas yaitu meliputi tujuan hukum di tingkat nilai, tujuan hukum di 
tingkat makna dan tujuan hukum di tingkat martabat. I Ketut Artadi S.H., SU., 
menjelaskan bahwa: 
“…di tingkat nilai tujuan hukum adalah reguler, keadilan dan memanusiakan 
manusia. Di tingkat makna, tujuan hukum adalah kedamaian dan 
ketentraman. Sedangkan di tingkat martabat, tujuan hukum adalah 
kemanusiaan dan kehidupan. Di tingkat nilai adalah hukum yang 
menjunjung tinggi nilai keteraturan (reguler), nilai keadilan dan nilai 
memanusiakan manusia sangat diperlukan. Namun di atas keteraturan, 
keadilan dan memanusiakan manusia adalah tujuan kedamaian dan 
ketentraman sebagai tujuan hukum di tingkat makna. Ketentraman dan 
kedamaian yang dialami oleh masyarakat, akan menjadi bermartabat, apabila 
semuanya itu diarahkan kepada pemeliharaan kemanusiaan dan kehidupan 
manusia sebagai tujuan hukum di tingkat martabat. Semua upaya manusia 
akan sia-sia jika tidak dalam rangka memelihara kehidupan. Sebab ketika 
seseorang memelihara kehidupan sesungguhnya ia sedang memelihara jiwa, 
akal, harta, keberlangsungan kehidupan manusia bahkan yang terpenting 
yaitu memelihara naluri keyakinan dan kepercayaannya terhadap Tuhan. 
Diatas itu tidak ada apapun lagi yang menjadi pencarian manusia.” 14 
B. Pengertian Hukum Islam 
Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai 
terjemahan al-fiqh al-Islamy. Istilah ini dalam wacana hukum barat biasanya 
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digunakan istilah Islamic Law. Dalam Al-Qur‟an maupun Al-Hadits istilah al-
Hukmu al-Islamy tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata as-syari’ah yang 
dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Mengenai as-syari’ah, Allah 
SWT pernah berfirman: 
                            
“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”15 
Pada mulanya kata syari‟at meliputi semua aspek ajaran agama, yaitu 
akidah, syari‟ah dan akhlak. Ini terlihat pada setiap agama yang diturunkan 
sebelum Islam. Karena bagi setiap umat, Allah memberikan syari‟at dan jalan 
yang terang. Namun karena agama-agama yang diturunkan sebelum Nabi 
Muhammad SAW inti akidahnya adalah tauhid (mengesakan Allah), dapat 
dipahami bahwa cakupan syari‟ah adalah amaliyah sebagai konsekuensi dari 
akidah yang di imani setiap umat. 
Allah SWT telah berfirman: 
                               
                                  
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                                   
                                    
“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang 
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. 
Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 
kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, 
Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, 
niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji 
kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat 
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu 
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”16 
Mahmud Syaltut dalam bukunya Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah 
mendefinisikan syari‟at adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia 
agar dipedomani dalam berhubungan dengan Allah, dengan sesamanya, dengan 
lingkungannya dan dengan kehidupan.
17
 
Dalam buku Pengantar Hukum Islam, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy 
menyebutkan bahwa Imam Asy Syathibi dalam Al-Muwaffaqat berkata: 
“Arti Syari‟at ialah: ketentuan-ketentuan yang membuat batasan-batasan bagi 
para mukallaf baik mengenai perbuatan, perkataan dan i‟tikad mereka. Itulah 
kandungan syari‟at Islam.” 
Kata fiqh secara bahasa berarti paham yang mendalam. Seperti 
disebutkan dalam firman Allah SWT: 
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                              
                         
“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”18 
Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam buku Pengantar Hukum Islam 
dijelaskan bahwa maksud dari ayat ini menurut para ahli adalah “agar 
mereka mendalami segala hukum agama yang tidak terhingga macamnya”.19 
Menurut Imam Abu Hamid al-Ghazzali fiqh adalah: 
“Fiqh itu bermakna faham dan ilmu. Akan tetapi menurut uruf ulama telah 
menjadi suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara‟ yang tertentu 
bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram, mubah, sunat, 
makruh, shahih, fasid, bathil, qadla, ada dan sepertinya.”20 
Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Ushul Fiqh” 
menjelaskan secara definitif fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar‟i yang 
bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.”21 
Adapun Wahbah  al-Zuhaily menyimpulkan bahwa hukum menurut ahli 
ushul fiqh adalah nash-nash syar‟i itu sendiri sedangkan menurut ahli fiqh, 
hukum adalah efek (hasil) pemahaman dari nash-nash syar‟i tersebut, sebagai 
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 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,  Pengantar Hukum Islam,  (Jakarta: PT. Pustaka Rizki 
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materi hukum yang akan diamalkan oleh para mukallaf, yang adakalanya butuh 
ijtihad dan adakalanya tidak.
22
 
Hukum dalam arti sederhana adalah seperangkat peraturan tentang 
tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang 
yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh 
anggotanya. Adapun hukum Islam menurut Prof. Dr. Ismail Muhammad Syah 
adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul 
tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 
mengikat untuk semua umat yang beragama Islam” 23. Bila artian sederhana 
tentang hukum Islam itu dihubungkan dengan pengertian fiqh sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum 
Islam itu adalah yang bernama fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa Arab. 
Dengan demikian setiap kata fiqh dalam hal ini berarti hukum Islam. 
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan Hukum Islam yaitu “koleksi dari hukum syariat yang berkaitan dengan 
perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”24. 
Para ulama menyepakati sumber perumusan fiqh sebagai berikut: 
a) Al-Qur‟an; 
b) Al-hadits; 
c) Ijma‟ Ulama; 
d) Qiyas.25 
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Sumber perumusan fiqh yang ditetapkan oleh para ulama tersebut 
berdasarkan dalil berikut ini: 
 ِضَْقأ َلاَق َف يِضْق َت َفْيَك َلاَق َف ِنَمَيْلا َلَِإ اًذاَعُم َثَع َب َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ َابِ ي
  فِ َّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ِةَّنُسَِبف َلاَق ِهَّللا ِباَتِك فِ ْنُكَي َْلَ ْنِإَف َلاَق ِهَّللا ِباَتِك َلاَق َم
 ُدْمَْلْا َلاَق يِْيَأر ُدِهَتْجَأ َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ِةَّنُس فِ ْنُكَي َْلَ ْنِإَف  يِذَّلا ِهَِّلل
 َع َب َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر َلوُسَر َقَّفَو اًذاَعُم َث
 َي َْلَ ْنِإَف َلاَق ِهَّللا ِباَتِك فِ َابِ يِضَْقأ َلاَق َف يِضْق َت َفْيَك َلاَق َف ِنَمَيْلا َلَِإ ِهَّللا ِباَتِك فِ ْنُك
 َّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ِةَّنُس فِ ْنُكَي َْلَ ْنِإَف َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ِةَّنُسِبَف َلاَق ُهَّللا ى
 ُسَر َلوُسَر َقَّفَو يِذَّلا ِهَِّلل ُدْمَْلْا َلاَق يِْيَأر ُدِهَتْجَأ َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلو 
“Bahwasannya Nabi Saw. ketika mengutus Mu‟adz ke Yaman, bersabda: 
bagaimana engkau menghukumi? Mu‟adz menjawab: dengan kitab Allah? 
Nabi saw bertanya: jika tidak ada dalam kitab Allah? Mu‟adz menjawab: 
dengan sunnah Rasulullah Saw. Nabi Saw bertanya lagi: jika tidak ada 
dalam sunnah Nabi Saw.? Mu‟adz menjawab: aku berijtihad dengan 
pendapatku. Mu‟adz berkata: maka Rasulullah Saw. Bersabda: segala puji 
bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusannya Rasulullah  Saw.” 
(HR. Imam Tirmidzi No. 1249) 
Selain itu ada beberapa sumber yang diperselisihkan oleh ulama 
penggunaannya sebagai sumber fiqh, seperti istihsan, al-mashlahat al-mursalah, 
al-istishhab, urf atau adat, qaul shahabi, syar’u man qablana, saad adz-
dzaari’ah.26 
C. Pengertian Judi 
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1. Judi dalam Perspektif Hukum Positif 
Menurut KUHP pasal 303 ayat (3) yang disebut permainan judi adalah 
tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung 
tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau 
lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan 
atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut 
berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.  Perjudian 
adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga karena mengharapkan 
keuntungan dengan dasar spekulasi  belaka atau dengan kemahiran orang 
tersebut dalam suatu permainan. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk 
menang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian. 
Dalam hukum positif permainan judi sebelum adanya larangan berupa 
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan dari 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, faktor ijin 
menentukan permainan judi itu sebagai suatu kejahatan atau tidak. Apabila 
perjudian itu dilakukan dengan memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang 
maka permainan judi itu tidak dikatakan sebagai kejahatan tetapi apabila 
perjudian itu dilakukan tanpa ijin maka dianggap sebagai kejahatan dan 
merupakan pelanggaran hukum. 
Dalam pemberian ijin pada permainan perjudian pada masing-masing 
daerah berbeda-beda, karena yang berhak untuk memberikan izin itu tidak ada 
ketentuan yang pasti siapa yang berwenang untuk itu. Akan tetapi setelah 
27 
 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 perjudian tidak 
diperbolehkan atau dihapus dan apabila ada perjudian dianggap ilegal dan 
merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang. 
2. Judi dalam Perspektif Hukum Islam 
Menurut pendapat Muhammad Ali as-Sayis al-maysir asalnya dari kata 
taysir yang berarti memudahkan, yaitu suatu cara pembagian yang didasarkan 
atas kesepakatan sebagaimana pembagian yang dilakukan dalam judi.
27
 
Sedangkan dalam Kamus Istilah Fiqih yang dimaksud dengan perjudian 
adalah taruhan, suatu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta 
benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak.
28
 
Menurut pendapat Yusuf Qardhawi yang dimaksud dengan perjudian 
adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.
29
 
Dalam bahasa Arab, judi disebut dengan istilah maysir (رِسْيَملا), 
sebagaimana firman Allah SWT: 
                            
                               
           
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu 
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apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 
berfikir.”30 
                            
                                  
                              
 “Hai orang–orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan 
mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, dan menghalangi 
kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu.”31 
Prof. Dr. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa “dalam hukum Islam 
pelaku perjudian dapat diancam dengan hukuman ta’zir. Secara terminologi 
hukuman ta’zir itu diartikan dengan hukuman yang dikenakan kepada pelaku 
tindak kejahatan yang tidak dikenai hukuman qisas-diyat dan tidak pula 
hukuman hudud ”32. Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang maksud dari 
hukuman ta’zir, sebagai berikut: 
“…kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau 
ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak 
terbebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan 
hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh 
penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim 
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di pengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut hukuman 
ta’zir.”33 
Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, adanya hukuman ta’zir itu 
berdasarkan ijtihad ulama yang berlandaskan kepada umumnya hadits Nabi yang 
mengatakan: 
“Tidak boleh ada kerusakan terhadap seseorang dan tidak boleh pula 
seseorang melakukan perusakan terhadap orang lain. 
Hadits itu kemudian dirumuskan dalam kaidah: 
Setiap kejahatan yang merusak harus dihindarkan.” 34 
D. Adat dalam Perspektif Hukum 
1. Sejarah Ilmu Hukum Adat 
Menurut Prof. mr. C. Van Vollenhoven penemuan hukum adat itu tidak 
dilakukan oleh rakyat sendiri. Prof. Bushar Muhammad, S.H. menjelaskan hal itu 
dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar”, yakni 
sebagai berikut: 
“Seperti yang dapat ditangkap dari judulnya, maka van Vollenhoven menulis 
dalam bukunya itu tentang sejarah ontdekking van het adatrecht, yakni 
sejarah “penemuan hukum adat”. Timbul pertanyaan: siapakah yang 
menemukan hukum adat? Hukum adat ditemukan – oleh siapa? 
Sudah tentu, tidak oleh rakyat sendiri. Hal itu tidak mungkin, karena dengan 
meminjam kata-kata von Savigny – hukum adat itu ist und wird mit dem 
Volk. Hukum adat itu ada ditengah-tengah rakyat sendiri, dirasakan oleh 
rakyat sendiri setiap hari. Jadi, ganjil sekali untuk mengatakan bahwa rakyat 
“menemukan hukum adat”! … yang memperkenalkan hukum adat, -- 
ditunjukkan oleh van Vollenhoven dalam bukunya tersebut, yakni sarjana-
sarjana, ahli-ahli dan peminat-peminat lain terhadap hukum adat, yang justru 
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hidup diluar lingkungan, masyarakat adat, apalagi 90% dari mereka itu 
adalah orang asing – dan yang menjadi pelopor ilmu hukum adat 
(adatrechtswetenschap) atau pembangun ilmu hukum adat.”35 
Prof. Bushar Muhammad, S.H. membantah penggunaan istilah 
“sejarah hukum adat”. Berikut alasan yang beliau kemukakan: 
“… bahwa Soekanto telah mengusahakan membuat suatu reproduksi yang 
diperpendek dari lukisan van Vollenhoven tentang sejarah ilmu hukum adat 
sesudah tahun 1928…sampai pecahnya Perang Dunia II, dimuat pada 
halaman-halaman 3-49 buku Meninjau hukum adat Indonesia, dibawha 
judul: “SEJARAH HUKUM ADAT”. Judul ini tidak tepat karena baik van 
Vollenhoven maupun Soekanto sendiri justru tidak membuat suatu gambaran 
tentang perkembangan hukum adat dari zaman dahulu sampai zaman 
sekarang. Tidak digambarkan oleh Soekanto perkembangan lembaga-
lembaga hukum adat seperti, misalnya, gono-gini pada zaman Cultuurstelse!, 
dan akhirnya pada abad ini. …tetapi, seperti dalam De ontdekking van het 
adatrecht, digambarkan sejarah perhatian terhadap hukum adat itu, yang 
terjelma dalam ilmu yang menyelidiki hukum tersebut. …Van Vollenhoven 
maupun Soekanto member “geschiedenis van de (adat)-rechtswetenschap” 
(sejarah ilmu hukum adat) dan tidak member “(adat) rechtsgeschiedenis”, 
(sejarah hukum adat).”36 
Dahulu untuk menyatakan keseluruhan hukum adat digunakan istilah 
“undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan”.37 Adapun Prof. 
Bushar Muhammad, S.H. menjelaskan bahwa sebelum digunakan istilah 
adarecht, hukum adat dikenal dalam beberapa nama. Beliau menjelaskan: 
“Sebelumnya, hukum adat itu dinyatakan dengan berbagai istilah, seperti 
dalam perundang-undangan: godstientige wetten, volksintellingen en 
gebruiken (pasal 11 AB), godsdientige wetten, instellingen en gebruiken 
(pasal.75 ayat 3 redaksi lama RR 1854), instellingen des volks (pasal 128 
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ayat 4 IS – sebelumnya, pasal 71 ayat 2 sub b redaksi baru RR 1854, yang 
mengganti pasal 5 ayat 3 redaksi lama RR 1854 tersebut di atas), 
godsdientige wetten en oude herkomsten (pasal 78 ayat 2 RR 1854 – 
kemudian kata-kata godsdientige¸wetten en oude herkomsten ini oleh Ind. 
Stbl. 1929 nr 221 jo nr 487 diganti dengan istilah adatrecht). Nyatalah di sini 
bahwa untuk “hukum adat” dipakai istilah “undang-undang agama”, 
“lembaga-rakyat”, “kebiasaan”, “lembaga asli”, dan sebagainya.”38 
Penggunaan istilah godsdientige wetten atau undang-undang agama 
digunakan berkali-kali secara keliru akibat sebuah teori yang dikemukakan oleh 
Van den Berg, yaitu teori receptio in complexu yang bermakna bahwa adat 
istiadat dan hukum sesuatu golongan (hukum) masyarakat adalah resepsi 
seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Jadi hukum 
bagi yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum dari yang beragama 
Hindu adalah hukum Hindu. Namun teori ini kemudian ditentang oleh Snouck 
Hurgronje dan van Vollenhoven. Snouck Hurgronje berpendapat bahwa tidak 
semua bagian hukum agama diterima dalam hukum adat melainkan hanya 
beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama.
39
 
Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu adat recht. 
Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. 
Snouck Hurgronje. Beliau menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht 
yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial yang hidup 
dalam masyarakat Indonesia.
40
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Pada tahun 1909 Prof. van Vollenhoven menggagas berdirinya 
“Commissie voor het adat-recht (Panitia Hukum Adat)” yang kemudian ia ketuai 
sendiri hingga akhir hidupnya.
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Kemudian Van Vollenhoven memperkenalkan istilah adatstaatsrecht 
(hukum tata negara adat). Hal ini kemudian diikuti oleh Logemann yang 
menegaskan bahwa ketika itu hukum tata negara Hindia Belanda menunjukkan 
suatu keistimewaan karena terdiri atas dua elemen yang sangat berbeda sumber 
dan strukturnya, sehingga disebutnya bersifat dualistis. Dan adatstaatsrecht 
adalah salah satu elemen  yang bersumber dari  organisasi kemasyarakatan yang 
ada di Indonesia.
42
 
Menurut Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum., hal hal 
yang dibahas dalam adatstaatsrecht adalah masyarakat hukum atau persekutuan 
hukum yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui hukum adat itu 
sendiri secara keseluruhan.
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Selanjutnya terjadi perkembangan tentang definisi hukum adat. Menurut 
Ter Haar hukum adat itu memiliki wujud dalam keputusan-keputusan yang 
penuh denganwibawa, sebagaimana dalam pidato  Dies Natalis-
Rechtshogeschool, Batavia, tahun 1937, yang berjudul “Het Adatrecht van 
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Nederlandsch Indie in wetenschap, Pracktijk en onderwijsi”, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting, terdiri dari peraturan 
desa dan surat perintah raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan, 
yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa dan yang 
dalam pelaksanaannya ditetapkan “begitu saja” artinya tanpa adanya 
keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama 
sekali.”44 
Pernyataan ini kemudian dikenal dengan ajarannya yang disebut dengan 
nama beslissingenleer. Menurut ajaran ini hukum adat yang berlaku itu hanya 
dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris 
hukum.
45
 
Menurut Kusnoe hukum tata negara adat itu kini menjadi hukum 
Indonesia mengenai tata negara dan menjadi sumber dari segala hukum tata 
negara Indonesia.
 
Soepomo dalam beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat 
menulis bahwa istilah hukum adat digunakan sebagai padanan kata untuk hukum 
tidak tertulis, catatan beliau antara lain: 
“Dalam tata hukum baru Indonesia, baik untuk menghindarkan kebingungan 
pengertian, istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang 
tidak tertulis  di dalam peraturan legislatif (unstatuary law), ... hukum yang 
hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan 
hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary law) semua inilah 
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merupakan “adat” atau hukum yang tak tertulis sebagaimana disebut oleh 
pasal 32 Undang-Undang Dasar Sementara.”46 
 
Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum. menjelaskan proses 
lahirnya hukum adat sebagai berikut: 
“…bahwa dalam diri manusia telah melekat sebuah behaviour yang dapat 
dilihat dari gerak motoris, persepsi, maupun fungsi kognitifnya yang 
membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Perilaku yang terus-
menerus dilakukan perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. 
Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara 
individu yang satu dan yang lainnya, akan membentuk sebuah interaksi 
sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar sesama manusia yang 
dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah 
laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah 
hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka 
hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial.”47 
Soerjono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia berusaha 
menjelaskan proses lahirnya hukum adat dengan membuat sebuah bagan, dimana 
hukum adat berawal dari cara yang timbul dari rasa kesusilaan perseorangan, 
kemudian menjadi suatu kebiasaan, lalu menjadi tata kelakuan dan adat istiadat, 
hingga akhirnya menjadi suatu hukum adat yang lahir dari rasa kesusilaan umum. 
Bagan tersebut penulis beri judul proses lahirnya hukum adat. Bagan 
yang penulis kutip dari buku yang berjudul “Hukum Adat Indonesia. Untuk lebih 
jelasnya mari kita lihat bagan yang berikut ini: 
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Bagan 1: Proses Lahirnya Hukum Adat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia
48
 
2. Adat dalam Perspektif Hukum Positif 
Mekipun dewasa ini hukum tidak tertulis kurang mendapat perhatian 
bukan berarti hukum tidak tertulis telah kehilangan tempat sebagai bagian dari 
hukum positif. Hukum tidak tertulis (hukum adat) masih hidup, diyakini dan 
ditaati oleh kelompok-kelompok masyarakat adat di Indonesia. 
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E. I Ketut Artadi S.H., SU., menjelaskan sifat alami dari suatu adat yang 
lahir dan tumbuh dalam suasana kebatinan yang luhur, berikut penjelasan beliau: 
“Hukum tidak tertulis dalam kerangka kebudayaan lebih condong ke wilayah 
rasa. Di wilayah rasa, disitu orang berbicara seni, keindahan, kenikmatan, 
etika dan estetika. Hukum tidak tertulis mengendap di rasa manusia, 
dipelihara sebagai etika dan keindahan. Hukum tidak tertulis tumbuh dan 
bersumber di masyarakat yang sifatnya masih komunal, tata krama, sopan 
santun dan saling peduli berdasarkan rasa kedekatan menjadi 
pendorongnya.”49 
Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum. dalam bukunya 
“Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang”, menerangkan bahwa unsur-
unsur hukum adat adalah sebagai berikut: 
1) Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus. 
2) Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur. 
3) Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut. 
4) Adanya keputusan kepala adat. 
5) Adanya akibat hukum/sanksi. 
6) Tidak tertulis. 
7) Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya. 50 
Sebagaimana hukum tertulis yang mana merupakan hasil karya manusia, 
maka hukum adat pun adalah produk dari suatu kebudayaan. Oleh karena hukum 
adat adalah produk dari suatu kebudayaan maka fungsi, makna dan tujuan hukum 
adat haruslah sesuatu yang adiluhung. B. Ter Haar pernah mengatakan bahwa 
sudah barang tentu, ilmu pengetahuan harus memahami hukum adat dalam 
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hubungannya dengan kebudayaan, baik dari segi sejarah maupun dari segi hukum 
positif.
51
 
Dikaji dari perspektif normatif, teoritis, asas dan praktik dimensi dasar 
hukum dan eksistensi, keberlakuan hukum adat bertitik tolak berdasarkan pasal 
18b ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2014 juga mengakui hukum adat. Dalam pasal 1 ke-3 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 52 Tahun 2014 dijelaskan bahwa hukum adat adalah seperangkat 
norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan 
berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya 
bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati 
dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat 
hukum atau sanksi. 
Dalam pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan 
Tengah diatur bahwa untuk mendukung program kerja dan operasional, lembaga 
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Kedamangan, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak 
Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan wajib dianggarkan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah masing-masing. Bahkan penyelesaian perselisihan, sengketa dan 
pelanggaran hukum adat diakui pula dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah 
Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat 
Dayak di Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa segala perselisihan, 
sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi 
adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat 
Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak. 
Demikian pula dasar hukum berlakunya hukum adat juga mengacu 
kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Secara eksplisit maupun implisit ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 
50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi 
hukum adat. Ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Berikutnya ketentuan pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa putusan pengadilan 
selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak 
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
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Selain dalam kebijakan legislasi keberlakuan hukum adat diatur dan 
dibicarakan dalam pelbagai forum seminar hukum pidana adat untuk juga 
diarahkan dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional. Misalnya, dalam 
Resolusi Butir IV Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 Bidang Hukum 
Pidana disebutkan bahwa yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat itu 
adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP 
maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi 
larangan perbuatan-perbuatan hukum adat yang hidup dan tidak menghambat 
pembentukan masyarakat yang dicita-citakan dengan sanksi adat yang masih 
dapat sesuai dengan martabat bangsa. Kemudian dalam Laporan Seminar Hukum 
Nasional VI Tahun 1994 pada butir a ditentukan bahwa hukum tertulis dan 
hukum tidak tertulis hendaknya bersifat komplementer. Dan butir b menegaskan 
pembentukan hukum tidak tertulis lebih “luwes” daripada pembentukan hukum 
tertulis, karena bisa mengatasi kesenjangan antara keabsahan hukum dan 
efektivitasnya. 
Hukum adat dalam yurisprudensi dapat diketahui misalnya dari putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991. Putusan 
tersebut berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 
17/Pid/B/1987/PN.Kdl tanggal 15 Juni 1987 jo Putusan Pengadilan Tinggi 
Sulawesi Tenggara Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 November 1987. 
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Pada Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdl 
tanggal 15 Juni 1987 bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan asusila. Akibat 
perbuatannya terdakwa mendapatkan sanksi adat Prohala dari Kepala Adat 
Tolake karena telah melanggar norma adat kesusilaan. Sanksi adat Prohala 
adalah sanksi dimana pelaku harus membayar seekor kerbau dan satu piece kain 
kaci. Terdakwa pun melaksanakan sanksi adat tersebut. 
Namun kasus tersebut ditangani pula oleh kepolisian dan dilimpahkan 
kepada Pengadilan Negeri Kendari. Pengadilan negeri Kendari menyatakan 
terdakwa bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana adat “memperkosa”. 
Hakim Pengadilan Negeri Kendari menolak pledoi terdakwa yang menyatakan 
bahwa dirinya telah dijatuhi sanksi adat Prohala sehingga tidak dapat diadili dua 
kali dalam masalah yang sama (ne bis in idem). Penolakan tersebut karena 
Pengadilan Negeri Kendari menyatakan bahwa peradilan negara adalah satu-
satunya badan yustisi yang berwenang mengadili. 
Setelah terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi 
Tenggara kemudian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara justru menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan memperbaiki kualifikasi bahwa 
terdakwa dijatuhi hukuman karena bersalah melakukan “perbuatan pidana adat 
Siri”. Kemudian terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. 
Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 
K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 yang menyatakan bahwa putusan yang 
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dikeluarkan kepada terdakwa harus dibatalkan, biaya perkara dibebankan kepada 
negara dan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara tersebut. Putusan 
Mahkamah Agung RI tersebut berdasarkan pendirian dengan pertimbangan 
hukum bahwa terdakwa telah menjalani hukuman dari Kepala Adat atas 
pelanggaran adat tersebut. Dan bahwa hukuman adat tersebut sepadan dengan 
kesalahan terhukum sehingga menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-
Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951 terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana 
lagi oleh pengadilan. 
Mengenai kasus ini Dr. Lilik Mulyadi, S.h., M.H. menerangkan bahwa: 
“Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai Badan 
Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat 
(Pemuka Adat) yang memberikan “sanksi adat” terhadap para pelanggar 
norma hukum adat. Badan Peradilan Umum tidak dapat dibenarkan 
mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara 
memberikan pidana penjara (ex Pasal 5 ayat (3) Sub b Undang-Undang Drt 
Nomor 1 Tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana). Oleh karena itu, 
konsekuensi logisnya dapat dikatakan bahwa bila Kepala Adat tidak pernah 
memberikan “sanksi adat” terhadap pelanggar hukum adat, maka hakim 
badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan 
ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951 
jo pasal-pasal KUH Pidana.”52 
3. Adat dalam Perspektif Hukum Islam 
Kajian hukum Islam mengenal adat atau kebiasaan masyarakat sebagai 
‘urf. Di antara metode penetapan hukum melalui ijtihad adalah memperhatikan 
kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat yang disebut al-‘urf. Para 
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ahli hukum sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh 
hukum adat atau al-‘urf terhadap hukum Islam.53 
„Urf termasuk dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi: 
  ةَم َّكَحُم ُةَدبَعَْلا 
“Artinya, suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum.”54 
Abu Zahra mendefinisikan „urf yaitu “sesuatu yang sudah menjadi 
kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam 
urusan-urusan mereka.”55 Adapun Prof. H. A. Djazuli mendefinisikan, bahwa 
“al-‘adah atau al-‘urf adalah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia 
secara umum (al-‘adah al-‘aammah) yang dilakukan secara berulang-ulang 
sehingga menjadi kebiasaan”.56 
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan mengenai „urf, sebagai 
berikut: 
“Asas lainnya adalah penetapan hukum yang didasarkan pada „urf yang 
berkembang dalam masyarakat. Kata ma’ruf yang disebutkan sebanyak 38 
kali dan kata „urf sebanyak 2 kali dalam Al-Qur‟an mengisyaratkan bahwa 
masalah muamalah dapat diselesaikan berdasarkan „urf setempat, yaitu 
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aturan-aturan yang telah berkembang dan terkenal dalam masyarakat serta 
tidak dipandang jelek.”57 
Ada banyak sekali landasan hukum tentang ‘urf diantaranya firman Allah 
SWT: 
                                 
“… dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.”58 
                     
“…jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”59 
 
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan mengenai pengertian ma’ruf 
menurut Imam al-Qurtubi, yaitu: 
“Imam al-Qurtubi  dalam tafsirnya mengatakan bahwa „urf dan ma’ruf 
adalah semua  perilaku yang baik yang dapat diterima oleh akal dan 
dengannya jiwa menjadi tenang.”60 
  ءْيَس ِاللهاَدْنِع َُىَهف ًبئْيَس َنْىُمِلْسُملا ُهاَءَر بَمَو  هَسَح ِالله َدْنِع َُىَهف ًبنَسَح َنْىُمِلْسُملْا ُهاَءَر بَم 
"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi 
Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut 
Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk." (HR. Ahmad, Bazar, 
Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)
61
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‘Urf dari segi timbulnya ada dua macam, yaitu ‘urf qauly (kebiasaan 
dalam bentuk perkataan) dan ‘urf fi’ly (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). ‘Urf 
dari segi ruang lingkupnya terbagi menjadi ‘urf ‘amm (kebiasaan yang berlaku 
umum dimanapun) dan ‘urf khas (kebiasaan yang berlaku pada kelompok 
tertentu dan atau pada tempat tertentu). Adapun dari segi keabsahannya menurut 
Islam, ‘urf terbagi menjadi ‘urf shahih (kebiasaan yang tidak menyalahi dalil 
syariat) dan ‘urf fasid (kebiasaan yang menyalahi dalil syariat).62 
Suatu adat atau „urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. Tidak bertentangan dengan syari'at. 
b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan 
kemashlahatan. 
c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim. 
d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah. 
e. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya. 
f. Tidak bertentangan dengan nash yang diungkapkan dengan jelas. 63 
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